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Perlindungan sosial merupakan upaya dari pemerintah untuk membantu masyarakat dalam 

menghadapi resiko yang akan terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dilakukannya perlindungan 

sosial adalah bertujuan untuk melindungi masyarakat dari berbagai risiko, guncangan, dan 

ketidakadilan sosial serta meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah 

dalam menyelenggarakan perlindungan sosial memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah 

yang berkewajiban untuk memberikan perlindungan sosial kepada warga masyarakat yang berada di 

daerahnya berupa pemberian perlindungan jaminan sosial. Jaminan Sosial merupakan sistem 

perlindungan sosial yang menjamin seluruh warga negara dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya 

yang layak.  Salah satu sistem jaminan sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah adalah sistem 

jaminan sosial ketenagakerjaan Keberadaan sistem ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mencegah, 

mengurangi, dan menangani resiko hidup yang dihadapi setiap orang dalam kehidupannya. Sistem 

Jaminan Sosial ini pada dasarnya merupakan program Pemerintah yang bertujuan untuk memberi 

kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga masyarakat. Kabupaten Banjar 

dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaksanaan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di 

Daerah membuat kebijakan Daerah berupa Peraturan Bupati Banjar Nomor 62 Tahun 2020 tentang 

Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Banjar dan Peraturan Bupati 

Banjar Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.  

Tujuan dari Penelitian Hukum skripsi ini adalah untuk mendeskripsikan kebijakan pemerintah dalam 

memberikan perlindungan sosial terhadap pekerja dan implementasi kebijakan pemerintah di daerah 

dalam perlindungan sosial terhadap pekerja rentan di daerah Kabupaten Banjar, kalimantan Selatan. 

Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Empiris, yaitu menggunakan fakta-fakta yang diambil 

dari ciri-ciri manusia dengan acuan berupa norma hukum positif atau yang berlaku dimasyarakat. 

Penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti, dengan 

pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan konseptual. Dengan fokus lokasi penelitian yaitu 

Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Variabel pada Penelitian ini menggunakan 3 Variabel yaitu 

Variabel bebas yaitu Efektivitas Kebijakan Pemerintah Daerah, Variabel Penghubung yaitu Para 

Pekerja rentan di Daerah Kabupaten Banjar, dan Variabel Tergantung yaitu Kebijakan terhadap 

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan 

wawancara/interview dan Studi Dokumen. Populasi dan Sampel adalah para pekerja rentan yang 

berada di Daerah Kabupaten Banjar, dengan teknik Sampling non probability sampling dengan jenis 

purposive/judgemental. pengelolaan dan penyajian yang dilakukan dengan beberapa tahap yaitu 

editing, koding dan tabulasi. dengan metode analisis yaitu Teknik analisis kombinasi adalah analasis 

yang menggabungkan data kuantitatif dianalisis dengan metode kuantitatif dan data kualitatif 

dianalisa dengan metode kualitatif, dengan tujuan menghasilkan data yang lebih komprehensif.  
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Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: 

1. Kebijakan Pemerintah dalam memberikan Perlindungan Sosial terhadap Pekerja Rentan di daerah 

sudah ada peraturan Undang-Undang yang mengatur yaitu peraturan perundang-undnagan berupa 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang didasarkan 

pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Mendukung terlaksananya penyelenggaraan program 

jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya terhadap pekerja rentan Pemerintah pusat mendorong 

Pemerintah Daerah untuk membuat kebijakan daerah berupa produk hukum daerah yang 

berfungsi sebagai instrumen teknis operasional dalam upaya pemenuhan kewajiban untuk 

melaksanakan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai amanat dalam undang-undang 

Berdasarkan hal tersebut maka adanya pengaturan terkait penyelenggaraan perlindungan jaminan 

sosial terhadap pekerja berupa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan menunjukkan adanya 

Kebijakan Pemerintah dalam Perlindungan Sosial Terhadap Pekerja Rentan di Daerah. 

2. Implementasi Keibjakan Pemerintah di Daerah dalam Perlindungan Sosial terhadap Pekerja 

Rentan di Daerah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan telah terlaksana, hal ini dibuktikan 

dengan adanya penerbitan regulasi daerah berupa Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2020 tentang 

penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Banjar. Kemudian, 

adanya pekerja Rentan yang terlindungi melalui Surat keputusan Bupati Banjar Nomor 

188.45/259/KUM/2024 tentang Penetapa Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi 

Pekerja Rentan yang didaftarkan Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2024 dan Keputusan 

Bupati Banjar Nomor 188.45/50/KUM/2025 tentang Penetapan Peserta Program Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan yang didaftarkan Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 

2025 beserta perubahannya. Dari Peraturan dan Surat Keputusan tersebut adanya Pekerja rentan 

yang sudah terlindungi menerima manfaat tersebut sebanyak 15 Orang dalam jangka waktu mulai 

dari Januari Tahun 2024 – November 2025. 
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ABSTRAK 

Program Jaminan Sosial merupakan sebuah upaya dari Pemerintah untuk melindungi masyarakatnya 

dalam menghadapi goncangan ekonomi. Pemerintah dalam menyelenggarakan perlindungan sosial 

memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah yang berkewajiban untuk memberikan 

perlindungan sosial kepada warga masyarakat yang berada di daerahnya berupa pemberian 

perlindungan jaminan sosial. Kabupaten Banjar dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaksanaan 

Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah membuat kebijakan Daerah berupa 

Peraturan Bupati Banjar Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan di Kabupaten Banjar dan Peraturan Bupati Banjar Nomor 14 Tahun 2024 tentang 

Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan penelitian 

Hukum Empiris, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan 

konseptual, bertempat di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, pengumpulan data menggunakan 

wawancara/interview dan Studi Dokumen, Populasi dan Sampel yaitu para pekerja rentan yang 

berada di Daerah Kabupaten Banjar, teknik analisis menggunakan teknik analisis kombinasi. 

Berdasarkan penelitian ini Peneliti berkesimpulan yaitu 1) Kebijakan terkait Perlindungan Jaminan 

Sosial terhadap pekerja rentan telah diatur dalam Undang-Undang yang lalu ditegaskan kembali ke 

Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Banjar Nomor 52 

Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di 

Kabupaten Banjar, 2) Implementasi Kebijakan Pemerintah di Daerah dalam Perlindungan Sosial 

terhadap Pekerja Rentan di Daerah kabupaten Banjar terlaksana dan berjalan secara efektif  dengan 

bukti meningkatnya kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah Kabupaten 

banjar. 

Kata Kunci: Jaminan Sosial, Pekerja Rentan, Pemerintah Daerah  



 

xiii 

 

UCAPAN TERIMAKASIH 

Bismillahirrahmanirrahim,  

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatu, 

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta 

kasih sayang-Nya, sehingga dapat terselesaikan penelitian yang berjudul “Efektivitas 

Kebijakan Daerah Dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Terhadap 

Pekerja Rentan Di Daerah (Studi Kasus Kabupaten Banjar)”. Peneliti menyadari 

bahwa Penelitian ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena 

itu Peneliti mengucapkah terimakasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya 

kepada: 

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa 

memberikan perlindungan dan kemudahan dalam berbagai hal. 

2. Orang Tua saya Tercinta, Alm. Akhmad Rafie Hamdi dan Siti Mahmudah yang 

telah memberikan bantuan moral dan materil semenjak saya kecil sampai 

sekarang, yang telah senantiasa bersabar dalam membina saya hingga menjadi 

oraang seperti sekarang. 

3. Kakak dan Adik yang sangat saya sayangi, Muhammad Irfan Mahdy dan 

Nasywa Haniya Mahdy yang telah membantu dan menemani saya baik dalam 

hal perkuliahan maupun ruang lingkup sehari-hari. 

4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., 

selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah 

berkenan menerima peneliti sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 

Lambung Mangkurat. 

5. Yang terhormat lagi amat terpelajar Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. 

selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum 



 

xiv 

 

Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan secara 

akademik maupun administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini 

serta memberikan pengalaman yang sangat berharga selama mengenyam studi di 

fakultas hukum. 

6. Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing peneliti yang 

sangat berjasa, penuh kesabaran dan senantiasa menyertai peneliti dalam 

menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. 

7. Muhammad Topan S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing akademik yang telah 

memberikan arahan, bimbingan, dan perhatiannya dalam menyusun rencana studi 

hingga selesainya perkuliahan yang peneliti jalani. 

8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah 

berjasa dalam memberikan banyak ilmu pengetahuan baru yang belum peneliti 

ketahui sebelumnya. 

9. Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang 

telah membantu peneliti dalam hal akademik perkuliahan. 

Peneliti menyadart, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaaannya sebagai 

sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan 

menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih 

menyempurnakanpenulisan skripsi ini, agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri 

pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum 

Universitas Lambung Mangkurat. 

Banjarmasin, Desember 2025 

 

Ahmad Dany Mahdy  



 

xv 

 

DAFTAR ISI 

Halaman 

HALAMAN SAMPUL LUAR ................................................................................. i 

HALAMAN SAMPUL DALAM ............................................................................ ii 

HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR .............................................. iii 

LEMBAR PERSETUJUAN ................................................................................... iv 

LEMBAR PENGESAHAN ..................................................................................... v 

SUSUNAN PANITIA PENGUJUAN UJIAN SKRIPSI........................................ vi 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ............................................................... vii 

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .................................................. viii 

RINGKASAN .......................................................................................................... x 

ABSTRAK ............................................................................................................. xii 

UCAPAN TERIMAKASIH ................................................................................. xiii 

DAFTAR ISI .......................................................................................................... xv 

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .................................. xvii 

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... xviii 

BAB 1 PENDAHULUAN ....................................................................................... 1 

A. Latar Belakang Masalah ................................................................................... 1 

B. Rumusan masalah ............................................................................................. 7 

C. Keaslian Penelitian ........................................................................................... 8 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ......................................................................... 8 

E. Tinjauan Pustaka ............................................................................................... 9 

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah .......................................................... 9 

2. Perlindugan Sosial Ketenagakerjaan ....................................................... 15 

3. Efektivitas Kebijakan .............................................................................. 21 

4. Implementasi Kebijakan .......................................................................... 23 

F. Sistematika Penulisan ..................................................................................... 25 

BAB II METODE PENELITIAN .......................................................................... 27 

A. Jenis Penelitian ............................................................................................... 27 

B. Sifat Penelitian ................................................................................................ 27 

C. Pendekatan Penelitian ..................................................................................... 28 

D. Lokasi Penelitian ............................................................................................ 28 

E. Variabel Penelitian .......................................................................................... 29 

F. Jenis dan Sumber Data .................................................................................... 30 

G. Teknik Pengumpulan Data ............................................................................. 32 



 

xvi 

 

H. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel ..................................................... 33 

I. Pengolahan dan Penyajian Data ...................................................................... 34 

J. Teknik Analisis Data ...................................................................................... 35 

BAB III PEMBAHASAN ...................................................................................... 37 

A. Kebijakan Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Sosial Terhadap 

Pekerja Rentan Di Daerah .............................................................................. 37 

B. Implementasi Kebijakan Pemerintah Di Daerah Dalam Perlindungan Sosial 

Terhadap Pekerja Rentan Di Daerah .............................................................. 47 

BAB IV PENUTUP ............................................................................................... 64 

A. Kesimpulan ..................................................................................................... 64 

B. Saran ............................................................................................................... 65 

DAFTAR RUJUKAN ............................................................................................ 67 

RIWAYAT HIDUP ............................................................................................... 69 

  



 

xvii 

 

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

Undang-Undang Dasar 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke 4. 

Undang-Undang 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 

Undang-Undang. 

Instruksi Presiden 

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi 

Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. 

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan 

Ekstrim. 

Peraturan Bupati 

Peraturan Bupati Banjar Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan 

Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Banjar. 

Peraturan Bupati Kabupaten Banjar Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan 

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. 

Keputusan Bupati 
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didaftarkan Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2024. 
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